
 

 

EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI PERTAMBANGAN DASAR 

LAUT DI INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATIONS 

CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA 1982 

 

 

 

 

 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana 

Hukum Pada Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas 

Sriwijaya 

 

Diajukan Oleh:  

MOHD.HAFIY NAWWAF 

(02011281924108) 

 

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  

FAKULTAS HUKUM 

INDRALAYA 

2023 





















 
 

1 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia terletak 

pada posisi strategis, berada diantara persilangan antara dua benua (benua Asia dan 

benua Australia) dan dua samudera (samudera Hindia dan samudra Pasifik). 

Indonesia memiliki 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, dengan 

luas wilayah didominasi laut dan perairan dengan persentase 62 % atau 3,25 juta 

km2 dan 2,55 juta km2 adalah zona ekonomi eksklusif 1, dengan wilayah laut yang 

ada Indonesia memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Indonesia memiliki 

wilayah laut yang begitu luas, serta kekayaan alam yang banyak terkandung di 

dalamnya. Kekayaan tersebut begitu penting bagi Indonesia. 

Potensi kekayaan alam yang terkandung di laut Indonesia menjadi modal 

besar dalam memajukan perekonomian bangsa Indonesia. Laut Indonesia memiliki 

cadangan pertambangan yang sangat besar meliputi minyak, gas bumi, mineral dan 

batubara yang masih tersimpan di lautan.2 Potensi pertambangan dasar laut yang 

besar belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia. Berdasarkan data 

Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral, cadangan 

 
1 Oki, Pratama. ‘Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan 

Indonesia’ (Kementrian Kelautan dan Perikanan 2020 ) https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-

konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia, diakses 

pada 9 September 2022 
2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ”Seabed Mining Potensi Yang Belum 

Termanfaatkan”, diakses dari Internet: https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/sea-

bed-mining-potensi-yang-belum-termanfaatkan. Diakses pada 23 Agustus 2022. 

https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia
https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/sea-bed-mining-potensi-yang-belum-termanfaatkan
https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/sea-bed-mining-potensi-yang-belum-termanfaatkan
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minyak bumi berada di angka 3,602.53 Million Stock Tank Barrels 

(MMSTB),sedangkan cadangan potensial di angka 3,702.49 MMSTB.3 

Seiring dengan perkembangan zaman kebutuhan mineral dunia terus 

meningkat. Peningkatan kebutuhan ini mendorong negara-negara di dunia, bergeser 

ke arah wilayah baru untuk memenuhi kebutuhan mineral tersebut.4 Pemanfaatan 

laut bagi umat manusia digunakan dalam hal eksplorasi dan eksploitasi, 

perdagangan, ekonomi,bisnis, dan pertambangan bahan mineral yang terdapat di 

dasar laut.5 Menurut laporan World Economic Forum tahun 2019, terdapat sekitar 

20 % logam global yang didaur ulang dari scrap dan limbah elektronik. Hal ini 

disebabkan oleh ketersediaan lahan semakin menjadi komoditas yang semakin 

langka.6 Oleh karena itu pertambangan dasar laut merupakan sebuah pilihan dalam 

memenuhi kebutuhan mineral di dunia. Saat ini banyak negara telah mengarahkan 

peluang mereka akan pasar baru, yaitu  dasar laut (sea floor). Potensi dasar laut 

menyimpan mineral-mineral yang belum dimanfaatkan secara maksimal seperti 

nikel, kobalt, tembaga, mangan yang terdapat dalam polymetallic nodule dan 

polymetallic sulphides.7 Menurut survei Geologi Amerika Serikat, “ Dasar laut 

diperkirakan menyimpan miliaran kobalt, mangan, tembaga, dan nikel di-dalam 

 
3 Ibid. 
4 Dhiana Puspitawati, “ Deep-Sea Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities”. 

Advances in Economics, Business and Management Research, Vol.59, tahun 2021. hlm. 73. 
5 Dikdik Mohammad Sodik, Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia. Jakarta, 

Refika Aditama, 2019, hlm 1. 
6 Axel Hallgren, Et al, ”Review Conflicting Narratives of Deep Sea Mining”, Sustainability MDPI 

Journal,Vol. 13 tahun 2021. Hlm 1. 
7 Andrea Koschinsky,Et al, “Deep-sea Mining: Interdisciplinary Research on Potential 

Environmental, Legal, Economic, and Societal Implications”, Integrated Environmental Assessment 

and Management, Vol.9999 tahun 2018,hlm 1. 
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polymetallic nodule yang sangat penting bagi baterai lithium ion untuk memberi 

daya pada kendaraan listrik, smartphone, dan teknologi modern lainya”.8 

Kesadaran akan pentingnaya laut bagi Indonesia diperkuat dengan diakui 

Indonesia sebagai negara kepulauan secara internasional melalui United Nations 

Convention on the Law of the Sea 1982 (selanjutnya disebut UNCLOS 1982).9  

UNCLOS 1982 diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor. 17 

tahun 1985 Tentang Pengesahan United Nations Convention on The Law of The 

Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).10 Pembagian 

wilayah laut dalam UNCLOS 1982 dapat dilakukan melalui pendekatan horizontal 

dan pendekatan vertikal.11 Pembagian secara horizontal membagi wilayah laut 

menjadi : Perairan pedalaman (the internal waters) atau perairan kepulauan (the 

archipelagic waters), laut teritorial (territorial sea), zona tambahan (contiguous 

zone), zona ekonomi eksklusif (economic exclusive zone), dan laut lepas (high seas) 

pembagian ini dilakukan berdasarkan cara pandang dari wilayah daratan  hingga 

kawasan laut. Sedangkan pembagian laut secara vertikal dilakukan berdasarkan 

cara pandang  dari wilayah daratan hingga dasar samudera meliputi landas kontinen 

(Continental Shelf) dan kawasan (the area).12 

 
8 Lu,Christina, “Deep Sea Mining Could Fuel an Environmental Catastrophe”, diakses dari internet: 

https://foreignpolicy.com/2022/06/26/deep-sea-mining-climate-change-energy-environment/. 

Diakses 23 Agustus 2022. 
9 United Nations Convention on the Law of Sea (Disahkan Pada 10 Januari 1982 di Jamaika, mulai 

berlaku 16 November 1994, 1833 UNTS 397.) 
10 Ditetapkan pada 31 Desember 1985, Mulai Berlaku 31 Desember 1985, LN. 1985/ No.76, TLN. 

No. 3319 
11 Usmawadi, Hukum Laut Internasional Suatu Pengantar, Palembang, Bagian Hukum Internasional 

FH UNSRI, 2016, hlm. 2. 
12 Ibid. 

https://foreignpolicy.com/2022/06/26/deep-sea-mining-climate-change-energy-environment/
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UNCLOS 1982 mengatur dasar laut pada pasal 76 terkait  landas kontinen. 

Landas kontinen suatu negara pantai yang meliputi dasar laut dan tanah 

dibawahnya, daerah dibawah permukaan laut teritorialnya sepanjang kelanjutan 

alamiah wilayah daratan, hingga pinggiran laut tepi kontinen atau hingga  suatu 

jarak 200 mil laut dari garis pangkal diukur dari lebar laut teritorial.13 Dasar laut 

berada pada landas kontinen berada dibawah hak berdaulat negara pantai untuk 

tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam yang terdapat didalamnya. 

Hak eksplorasi dan eksploitasi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh negara 

pantai. UNCLOS 1982 telah menentukan wilayah-wilayah yang tunduk pada 

kedaulatan negara,wilayah yurisdiksi negara, dan wilayah laut internasional.  

Menurut pasal 77 UNCLOS 1982 negara pantai yang mempunyai hak atas 

landas kontinen, antara lain14:  

1. Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk tujuan eksplorasi dan 

eksploitasi terhadap sumber daya alam. 

2. Hak diatas merupakan hak eksklusif bagi negara pantai, apabila negara 

pantai tidak mengeksplorasi landas kontinen atau mengeksploitasi 

sumber daya alamnya, tiada seorangpun dapat melakukan kegiatan 

tersebut tanpa persetujuan dari negara pantai. 

3. Hak negara pantai atas landas kontinen tidak bergantung pada 

pendudukan (okupasi), baik efektif atau tidak tetap (notinal), atau 

proklamasi secara apapun. 

 
13 United Nations Convention on the Law of the Sea, Pasal 76. 
14 Ibid 
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4. Sumber kekayaan alam diatur bab VI tentang landas kontinen. Sumber 

daya tersebut terdiri dari sumber daya mineral dan sumber daya non 

hayati lainyan pada dasar laut dan tanah di bawahnya, bersamaan 

dengan organisme hidup jenis sedenter  yang berada pada atau dasar 

laut atau tanah dibawahnya. 

Suatu negara pantai yang mengklaim atas landas kontinen, secara otomatis 

mendapatkan hak atas sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Negara 

tersebut menurut UNCLOS 1982  dianggap telah memiliki sumber daya alam yang 

terkandung di dalam landas kontinen walaupun tanpa adanya klaim dari negara 

tersebut. Landas kontinen tidak hanya menjadi fenomena geografi dan geologis, 

tetapi juga menjadi fenomena ekonomis yang strategis bagi negara pantai, karena 

kekayaan mineral yang terkandung didalamnya dapat digunakan untuk 

menggerakan dan mendorong perekonomian suatu negara.15 Tentunya fenomena 

ekonomis ini ditentukan oleh kemampuan suatu negara pantai untuk melakukan 

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tersebut. Pengaturan terkait landas 

kontinen di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 

tentang Landas Kontinen Indonesia, namun terdapat perbedaan  ketentuan-

ketentuan dalam rezim  hukum laut UNCLOS 1982  dan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1973, hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 masih 

mengacu pada Convention on the Continental Shelf 1958 yang sudah tidak relevan 

 
15 Sciencestruck, “Continental Shelf: A Labeled Diagram and Some Interesting Facts”, diakses dari 

Internet: https://sciencestruck.com/facts-about-continetal-shelf-with-diagram Diakses 24 Agustus 

2022. 
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dengan UNCLOS 1982. Ketentuan mengenai landas kontinen ini perlu disesuaikan 

dengan rezim hukum laut UNCLOS 1982.16 

Pertambangan dasar laut merupakan proses pengambilan sumber daya 

mineral dan sumber daya alam non-hayati yang dilakukan di lantai samudera 

penambangan ini dilakukan pada kedalaman 1.400 – 3.700 meter dibawah laut. 

Indonesia memiliki 60 cekungan minyak dan gas bumi yang diperkirakan dapat 

menghasilkan 84,48 miliar barrel minyak.17 Pertambangan dasar laut merupakan 

peluang besar bagi Indonesia untuk peningkatan ekonomi bangsa, saat ini 

eksplorasi dan eksploitasi dasar laut Indonesia masih terbatas pada penelitian dan 

studi terkait dasar laut belum pada tahapan pelaksanaan.18 Pertambangan dasar laut 

membutuhkan teknologi dan operasi yang berbeda dengan operasi pertambangan 

darat. Teknologi yang diperlukan harus mampu menahan tekanan besar,suhu 

rendah,dan  berfungsi pada wilayah dasar laut, tentunya pertambangan dasar laut 

memerlukan biaya yang besar dalam proses eksplorasi dan eksploitasi dasar laut. 

Selain itu pertambangan dasar laut juga memerlukan pemahaman yang kuat terkait 

ekosistem dan dan dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan dari pertambangan 

dasar laut.19  Fase eksploitasi membutuhkan biaya yang besar juga dalam memenuhi 

 
16 Achmad Indra, “Keberlakuan Pengaturan Landas Kontinen Dalam Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia dan United Nations Convention on the Law of the 

Sea 1982 (UNCLOS 1982)”, Jurisdiction Universitas Airlangga, Vol. 4 tahun 2021,hlm. 1736. 
17 Puji Aprilianti, “ Potensi Penambangan Bawah Laut di Indonesia” diakses dari Internet 

http://national-oceanographic.com/pasal/potensi-penambangan-bawah-laut-di-indonesia, Diakses 

19 September 2022. 
18 BarunajayaBPPT “ Webinar Eksplorasi Mineral Laut Dala di Indonesia” diakses dari Youtube: 

https://youtu.be/sVnwuJ3abjM. Diakses 20 September 2022 
19 Luc Cuyvers,et al, Deep seabed mining A Rising Environmental Challenge, Switzerland, IUCN 

and Gallifrey Foundation,2018,hlm. 39. 

http://national-oceanographic.com/article/potensi-penambangan-bawah-laut-di-indonesia
https://youtu.be/sVnwuJ3abjM
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biaya regulasi dan pengeluaran eksploitasi,mulai dari biaya tenaga kerja sampai 

dengan infrastruktur yang digunakan selama proses eksplorasi dasar laut. 

Pertambangan dasar laut bermanfaat bagi peningkatan ekonomi dan 

kelestarian lingkungan karena pertambangan dasar laut dalam jangka panjang lebih 

murah dari pertambangan di daratan yang mahal.20 Selain itu pertambangan dasar 

laut berpotensi mengurangi tekanan pada masyarakat yang rentan terjadi pada 

pertambangan di lingkungan darat. Selain sisi positif pertambangan dasar laut juga 

menimbulkan risiko terkait dengan gangguan pada sedimen dasar laut seperti 

kekeruhan, kejernihan,pembuangan air limbah, dan polusi terhadap makhluk hidup 

yang terdapat di bawah laut.21 Pemanfaatan sumber daya dasar laut harus tetap 

memperhatikan ketersediaan sumber daya dan tetap memperhatikan prinsip 

common heritage of mankind (warisan Bersama umat manusia). 

Indonesia memiliki hak untuk melakukan ekplorasi dan ekploitasi sumber 

daya mineral yang terdapat di dasar laut melalui kegiatan pertambangan dasar laut. 

Selain memiliki kesempatan mengelola potensi dasar laut dalam wilayah 

kedaulatan Indonesia. Indonesia juga dapat mengelola sumberdaya laut diluar 

kedaulatan wilayahnya di area dasar laut internasional yang memiliki kandungan 

mineral berharga. UNCLOS 1982 telah menentukan wilayah-wilayah yang tunduk 

pada kedaulatan negara dan wilayah yurisdiksi negara serta wilayah laut 

internasional. Pengaturan terkait pemanfaatan kawasan dasar laut telah memberikan 

Indonesia hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral 

 
20 Ibid. 
21 Loprespub, “Into the Depths: International Law and Deep Seabed Mining”, diakses dari Internet: 

https://hillnotes.ca/2022/07/21/into-the-depths-international-law-and-deep-seabed-mining//. 

Diakses 24 Agustus 2022. 
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yang terdapat di dasar laut Indonesia maupun dasar laut internasional melalui 

kegiatan pertambangan dasar laut. 

Pertambangan dasar laut membutuhkan instrumen hukum yang menjadi 

dasar dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi. Pengelolaan pertambangan  

mineral di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral, tetapi baik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 belum menjangkau pengaturan tentang 

pertambangan di dasar laut secara spesifik.22 Sedangkan menurut pasal 10 ayat (2) 

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan memberikan kewenangan 

pemerintah untuk membuat perjanjian atau kerjasama dengan lembaga 

internasional yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan hukum laut 

internasional. Selain itu tentunya pengaturan pertambangan dasar laut mengacu 

pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia 

terkait dengan pemanfaatan sumber daya yang terkandung di dalamnya. Pengaturan 

pertambangan dasar laut menurut hukum internasional dibedakan antara wilayah 

kedaulatan, wilayah yurisdiksi, dan wilayah di luar yurisdiksi nasional negara. 

Sedangkan pengaturan terkait pertambangan dasar laut di Indonesia belum 

membedakan pembagian wilayah pertambangan dasar laut. 

Sampai saat ini beberapa penelitian terkait eksplorasi dan eskploitasi 

pertambangan dasar laut di Indonesia. Penelitian-penelitian tersebut diantaranya, 

 
22 Ilham Putuhena, “Urgensi Pengaturan Mengenai Eksplorasi Dan Eksploitasi Pertambangan Di 

Area Dasar Laut Internasional (International Seabed Area)”, Jurnal Rechtsvinding: Media 

Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 8 tahun 2019, hlm. 170. 
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“Deep-Sea Mining Law in Indonesia: Challenges and Opportunities” oleh Dhiana 

Puspitawati yang menganalisis dan membandingkan kebijakan terkait pengaturan 

pertambangan di laut dalam  di Indonesia dan pengaturanyan dalam hukum 

internasional.23; ” Reformulasi Pengaturan Pertambangan Bawah Laut Di Wilayah 

Perairan Indonesia” oleh Dhiana Puspitawati,et al24 membahas  mengenai 

pertambangan dasar laut di wilayah perairan Indonesia, yang belum membedakan 

dan mengatur terkait eksplorasi dan ekploitasi sumber daya mineral di laut antara 

wilayah perairan didalam kedaulatan Indonesia dan di luar yurisdiksi nasional 

Indonesia. 

Instrumen hukum ini diperlukan  untuk menjadi dasar kerjasama dan 

panduan kerjasama Indonesia dan negara lain termasuk perusahaan asing yang 

memiliki kemampuan eksplorasi dan eksploitasi terhadap sumber daya yang 

terdapat di dasar laut Indonesia. UNCLOS 1982 telah memberikan sepenuhnya 

kepada negara pantai  untuk mengatur pertambangan dasar laut  baik yang berada 

di dalam  yurisdiksi negara pantai maupun dasar laut yang terdapat diluar yurisdiksi 

negara pantai dengan memperhatikan prinsip dalam hukum internasional. 

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang menjadi fokus dalam 

pembahasan skripsi yaitu “Eksplorasi dan Eksploitasi Pertambangan Dasar 

Laut di Indonesia berdasarkan United Nations Convention on the Law of the 

Sea 1982.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diterangkan diatas ,maka rumusan 

masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah: 

 
23 Op Cit,. Dhiana Puspitawati, hlm.1 
24 Dhiana Puspitawati,et al “ Reformulasi Penagturan Pertambangan Bawah Laut Di Wilayah 

Perairan Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 8 tahun 2019, 

hlm. 170. 



10 
 

 

1. Bagaimana pengaturan pertambangan dasar laut bagi negara pantai 

berdasarkan United Nation Convention On The Law Of The Sea 1982? 

2. Apa saja permasalahan yang terdapat dalam pengaturan pertambangan 

dasar laut di Indonesia? 

3. Apa saja solusi untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam 

pengaturan pertambangan dasar laut di Indonesia berdasarkan UNCLOS 

1982? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui pengaturan pertmbangan dasar laut menurut United 

Nation Convention On The Law Of The Sea 1982. 

2. Untuk mengetahui permasalahan yang terdapat dalam pengaturan 

pertambangan dasar laut di Indonesia. 

3. Untuk mengetahui solusi untuk mengatasi permasalahan yang terdapat 

dalam pengaturan pertambangan dasar laut di Indonesia berdasarkan 

UNCLOS 1982. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh melalui penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi literatur dibidang Hukum Laut 

Internasional, khususnya mengenai pengaturan pertambangan dasar 

laut  dan penerapan pertambangan dasar laut di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan mahasiswa, 

dan para praktisi hukum mengenai pengaturan pertambangan dasar laut di 

Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. 
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E. Kerangka Teori 

1. Teori Pertambangan Lepas Pantai 

Offshore mining adalah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi mineral yang 

dilakukan di lepas pantai jauh dari daratan25. Gibson dan Potts memberikan 

pengertian offshore mining adalah proses ekstraksi atau penambangan sumber 

daya mineral atau sumber daya alam lainnya yang berada di bawah dasar laut, 

seperti endapan mineral di dasar laut.26 

Menurut Sandra Brosnahan, Offshore mining adalah  ekstraksi mineral 

atau sumber daya dari dasar laut atau dasar laut menggunakan berbagai teknik 

seperti pengerukan, penambangan, atau pengeboran untuk mendapatkan bahan 

berharga seperti mineral, minyak, dan gas. Hal tersebut dijelaskan oleh Sandra 

Brosnahan, spesialis pertambangan lepas pantai.27 

Negara yang kaya akan sumber sumber daya alam, mulai beralih dari 

eksplorasi dan penambang di wilayah darat (onshore) ke wilayah laut dalam 

(offshore). Penambangan bawah laut sendiri merupakan proses ekstraksi 

mineral yang dilakukan di dasar laut. Jenis tambang di laut sangat beragam, 

antara lain batubara, minyak bumi, gas alam, timah. 28 Menurut Hasyim Djalal 

konsensus internasional menjamin mekanisme baik kerangka dan lembaga 

hukum internasional serta dana pendukung untuk melakukan penambangan 

laut dalam, pemanfaat sumber daya mineral yang terdapat di bawah laut 

Indonesia merupakan potensi yang harus dimanfaatkan.29 

 
25 Walter,Cambridge advanced learner’s dictionary. Cambridge,Cambridge university press, 2008. 
26 Gibson, C., & Potts, J, “Offshore Mining: Environmental and Legal Challenges. In Seabed 

Mining”, Springer, 2018, hlm. 51. 
27 Brosnahan, “Offshore Mining: Impacts, Management, and Regulation”, Marine Policy, 103,2019, 

hlm.57. 
28 Puji Aprilianti, “Potensi Penambangan Bawah Laut di Indonesia”, diakses dari Internet: National 

Oceanographic (national-oceanographic.com). Diakses pada tanggal 15 September 2022 pukul 

17.00. 
29 Dhiana Puspitawati.Loc.Cit. 

https://www.national-oceanographic.com/article/potensi-penambangan-bawah-laut-di-indonesia
https://www.national-oceanographic.com/article/potensi-penambangan-bawah-laut-di-indonesia
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Rezim hukum laut internasional mengatur zona ekonomi eksklusif 

(ZEE) dan landas kontinen pada dasarnya merupakan hasil dari aspirasi negara-

negara pantai untuk kebutuhan mereka untuk menguasai sumber daya alam 

lepas pantai. Negara pantai menjalankan hak berdaulat atas ZEE dan landas 

kontinen untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam. 

UNCLOS mengatur penggunaan laut dan samudera, juga mendorong negara-

negara untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi wilayah dasar laut dengan 

memberikan pembagian yang sama dan partisipasi untuk kedua negara maju 

dan negara berkembang.30 Dalam penelitian ini teori offshore mining 

digunakan untuk mengkaji rumusan masalah terkait pengaturan pertambangan 

dasar laut negara pantai berdasarkan UNCLOS 1982. Kajian teori ini 

memberikan gambaran terkait bagaimana pertambangan lepas pantai diatur 

dalam  hukum internasional. 

2. Teori Pelestarian Lingkungan Laut 

Konservasi laut telah menjadi bagian penting yang diatur dalam 

UNCLOS 1982, ketentuan pengaturan pelestarian dan perlindungan lingkungan 

laut diatur dalam Bab XII UNCLOS 1982 yang mengatur 

perlindungan,pelestarian lingkungan laut, pencegahan, pengurangan, dan 

penguasaan pencemaran lingkungan laut.31 

Cameron S.G Jefferies menjelaskan bahwa "Konservasi" dan 

"Manajemen" adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penerapan 

 
30 Evan Tobias, “Commencing Deep Seabed Mining: A Review on Law No. 3 of 2020 on Mineral 

and Coal Mining” Brawijaya Law Journal Vol. 9 No. 1, tahun 2021, hlm. 73. 
31 Masdin, “Implementasi Ketentuan-Ketentuan United Nations Convention On The Law Of The 

Sea (Unclos) 1982 Terhadap Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Di Indonesia”Jurnal 

Ilmu Hukum Legal Opinion Vol. 4 tahun 2016. Hlm. 2. 
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pengetahuan biologi untuk meningkatkan dan mempertahankan jumlah hewan 

pada posisi yang optimal dan berkelanjutan. Hal ini mencakup berbagai 

kegiatan ilmiah seperti penelitian, sensus, penegakan hukum, perbaikan habitat, 

dan perlindungan yang sesuai dengan peraturan.32 Sedangkan, Menurut 

Philippe Sands, aspek hukum lingkungan terdiri dari 2 aspek. Pertama ruang 

lingkup subjek hukum dan kompetensi kelembagaan; kedua, 

pertanggungjawaban negara terhadap kerusakan lingkungan.33 Prinsip 21 

Deklarasi Stockholm 1972, menyatakan bahwa negara-negara  sesuai dengan 

piagam perserikatan bangsa-bangsa dan prinsip-prinsip hukum internasional, 

memiliki hak berdaulat untuk mengeksplorasi sumber daya mereka sendiri 

sesuai dengan kebijakan lingkungan negara sendiri, dan bertanggung jawab  

agar aktivitas yang dilakukan dalam yurisdiksi mereka tidak menimbulkan 

kerusakan lingkungan negara-negara lainya atau kawasan lain di luar yurisdiksi 

negara tersebut.34 

Prinsip perlindungan lingkungan menurut Philippe Sand yang dikutip 

oleh Nadia Nurani (2012) yaitu 35: 

a. Sovereignty Over Natural Resources and the Responsibility not to 

Cause Damage to the Environment of other States or to Areas 

Beyond National Jurisdiction (Prinsip Hak Berdaulat Atas Sumber 

Daya Alam Dan Kewajiban Mencegah Kerusakan Terhadap Negara 

Lain) 

Negara memiliki kedaulatan untuk memanfaatkan sumber daya 

alam yang terkandung di dalam wilayah teritorialnya dan 

bertanggung jawab untuk menjamin aktivitas tersebut tidak 

menimbulkan kerusakan lingkungan terhadap negara lain atas 

wilayah di luar yurisdiksi nasional suatu negara. Prinsip ini 

 
32 Cameron S.G. Jefferies, Marine Mammal Conservation and the Law of the Sea, New York, Oxford 

University Press, 2016, hlm. 4. 
33 Philippe Sands, Principles Of International Environmental Law Second Edition, 

Cambridge,Cambridge University Press, 2003,hlm. 182. 
34 Ibid, hlm. 235. 
35 Nadia Nurani Isfarin. “Perlindungan Lingkungan Laut Selat Malaka Dari Pencemaran Minyak 

Lintas Batas”. Jurnal Ilmu Hukum. 15 (2) tahun 2012. hlm. 212 
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tercermin dalam pasal 193 Unclos 1982 : States have the sovereign 

right to exploit their natural resources pursuant to their 

environmental policies and in accordance with their duty to protect 

and preserve the marine environment. (Negara memiliki hak 

berdaulat untuk mengeksploitasi sumber daya alam sesuai dengan 

kebijakan lingkungan mereka dan sesuai dengan tugas untuk 

melindungi dan melestarikan lingkungan laut). 

b. Principle of Preventive Action ( Prinsip Mencegah Kerusakan) 

Negara diwajibkan untuk meminimalisir dampak kerusakan 

lingkungan dan negara wajib untuk mencegah kerusakan lingkungan 

dalam dan melalui wilayah yurisdiksinya. Prinsip ini tercermin 

dalam pasal 194 Unclos 1982 tentang Measures to prevent, reduce 

and control pollution of the marine environment. 

c. Cooperation (Prinsip Kerjasama) 

Dalam perlindungan lingkungan negara dapat bekerjasama dengan 

negara lain dalam aktivitas berbahaya dan darurat. Prinsip ini 

bersumber dari  prinsip good  neighbourliness. Kerjasama kelautan 

yang dilindungi berdasarkan Pasal 187 UNCLOS yang menyatakan 

bahwa negara harus bekerja sama secara global dan regional secara 

langsung atau melalui organisasi internasional yang kompeten 

dalam merumuskan dan menjelaskan aturan, standar-standar dan 

praktik yang direkomendasikan secara internasional dan prosedur 

yang konsisten dengan konvensi ini untuk tujuan perlindungan dan 

pelestarian lingkungan laut, dengan mempertimbangkan regional 

dan ciri khas setiap negara.36 

d. Sustainable Development (Prinsip Pembangunan Berkelanjutan) 

Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa 

pemanfaatan laut tidak boleh mengurangi hak-hak generasi 

 
36 Op cit, Pasal 187. 
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mendatang,pemanfaatan laut harus memperhatikan lingkungan dan 

pemenuhan kebutuhan generasi mendatang. 

e. Precautionary Principle (Prinsip Kehati-hatian) 

Prinsip ini menyatakan bahwa tanpa ada bukti ilmiah yang konklusif 

dan pasti tidak dapat dijadikan alasan upaya menunda mencegah 

kerusakan lingkungan. Prinsip kehati-hatian diterapkan dalam 

Deklarasi Rio 1992 mengharuskannya untuk digunakan hanya untuk 

ancaman serius atau kerusakan lingkungan yang tidak dapat 

diperbaiki. Dengan demikian, prinsip ini tidak dapat diterapkan pada 

semua regulasi risiko.37 

f. Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar mengganti kerugian) 

Prinsip ini menekankan bahwa penyebab kerusakan lingkungan 

harus membayar ganti kerugian. Implementasi dari prinsip 

pencemar membayar adalah alokasi kewajiban ekonomi dalam 

kaitannya dengan kegiatan perusakan lingkungan, terutama dalam 

hal akuntabilitas, penggunaan instrumen ekonomi.  

g. Principle of Common but Differentiated Responsibility ( Prinsip 

Tanggung Jawab Bersama) 

Prinsip ini berkembang dari prinsip kesetaraan dalam hukum 

internasional dan pengakuan khusus bagi negara berkembang. dua 

variabel utama dalam prinsip ini. Pertama, adalah tanggung jawab 

bersama yang menggambarkan pembagian kewajiban oleh dua atau 

lebih negara untuk perlindungan sumber daya lingkungan. Kedua 

adalah tanggung jawab yang berbeda yang menjelaskan bahwa 

kewajiban negara untuk melindungi lingkungan hidup dalam standar 

lingkungan yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan dan 

 
37 Alexandre Kiss & Dinah Shelton,International Environmental Law, Leiden/Boston,Martinus 

Nijhoff Publishers, 2007,hlm. 91. 
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kondisi, perkembangan ekonomi negara serta kontribusi masalah 

lingkungan.38 

Prinsip penting dalam pelestarian lingkungan laut adalah prinsip sic utere 

tuo, ut alienum non laedas artinya negara tidak diperbolehkan menggunakan 

wilayah teritorialnya yang dapat mengakibatkan dampak pencemaran terhadap 

wilayah negara lain.39 

Kewajiban dalam hukum kebiasaan internasional bagi negara untuk tidak 

mencemari lingkungan laut, terdapat dua poin penting yang harus diperhatikan oleh 

negara. Pertama, pencegahan pencemaran laut dalam hukum internasional saat 

ini,dan kewajiban negara untuk menjalankanya; kedua, prinsip hukum umum yang 

mengikat semua negara berhubungan dengan pencemaran lingkungan, terutama 

yang timbul dari penambangan dan pengeboran lepas pantai.40 Part XII UNCLOS 

dalam Pasal 192 & 194 menguraikan ketentuan untuk perlindungan dan pelestarian 

ekosistem laut. Semua negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah 

untuk melindungi lingkungan laut dan untuk mengendalikan, mengurangi dan 

mengelola pencemaran laut. Negara-negara diwajibkan untuk mencegah, 

mengurangi dan mengendalikan pencemaran laut  ekosistem melalui sumber apa 

pun dan ini dapat mencakup sampah dan limbah dari kegiatan perikanan. 

3. Teori Hak Berdaulat 

Hak berdaulat menurut pasal 56 ayat 1 United Nations Convention on the 

Law of the Sea 1982 adalah hak negara pantai untuk tujuan melakukan kegiatan 

eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan mengatur sumber daya alam baik hayati 

maupun non hayati, dari perairan ke dasar laut dan dari dasar laut sampai lapisan 

tanah di bawahnya dengan kegiatan lain untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi 

ekonomi zona tersebut,seperti produksi energi dari air, arus, dan angin. Hak 

 
38 Nadia Nurani Isfarin, Marsudi Triatmodjo, “International Cooperation On Marine Environment 

Protection Of Oil Pollution From Vessel (A Study Of Straits Malacca And Singapore)” Jurnal 

Hukum Internasional, Vol. 12 No. 4 tahun 2015, hlm. 518. 
39 Op,Cit. Philippe Sands, hlm. 151. 
40 Hossein Kahabr, “ The Legal Regime of Offshore Oil Rigs In International Law” THESIS, The 

University Of New South Wales, 1999, hlm. 177. 



17 
 

 

berdaulat sebagaimana yang ditentukan dalam United Nations Convention on the 

Law of the Sea meliputi ;  

1) Pembuatan dan pemakaian pulau buatan; 

2) Riset ilmiah kelautan; 

3) Perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.  

Maka berdasarkan definisi diatas hak berdaulat adalah hak yang dimiliki 

negara pantai untuk berkuasa dalam mengatur dan mengelola sumber daya alam 

untuk kegiatan eksplorasi, eksploitasi, riset ilmiah, dan konservasi sumber daya 

alam yang dimiliki negara pantai di zona ekonomi eksklusif dan landas 

kontinen. Yoshifumi Tanaka dalam bukunya The International Law of the Sea, 

merangkum hak berdaulat negara pantai meliputi 41:  

a. hak berdaulat hanya dapat dilakukan di wilayah ZEE dan landas kontinen 

negara pantai; 

b. hak berdaulat terbatas pada hal yang diatur hukum internasional; 

c. negara pantai tidak melaksanakan fungsi legislatif dan yurisdiksi; 

d. negara pantai dapat melaksanakan hak berdaulatnya pada semua orang  

terlepas dari kewarganegaraan mereka; 

e. hak berdaulat merupakan hak eksklusif dalam pelaksanaanya 

membutuhkan persetujuan dari negara pantai tersebut. 

Negara pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan eksploitasi 

dasar laut yang berada pada landas kontinen negara pantai. Pertambangan 

dasar laut merupakan upaya negara pantai untuk melakukan eksploitasi 

sumber daya alam yang terkandung dibawah dasar laut negara pantai 

tersebut. Pertambangan dasar laut merupakan hak eksklusif negara pantai 

untuk memanfaatkan potensi kekayaan dasar laut yang dimilikinya. 

Pengaturan pertambangan dasar laut diatur sesuai dengan hukum nasional 

negara pantai, negara pantai dapat mengizinkan perusahaan atau negara lain 

 
41 Yoshifumi, Tanaka. International Law of the Sea. Cambridge: Cambridge University Press, 2012. 

hlm. 18 
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untuk melakukan penambangan dasar laut dengan tetap tunduk ada hukum 

nasional dari negara pantai.42 

Menurut R.R Churchill dan Lowe, hak berdaulat negara pantai atas 

landas kontinen dibedakan menjadi tiga macam :43 

1. Hak atas sumber daya hayati yang terdapat dibawah ZEE negara pantai, 

negara pantai memiliki hak untuk mengeksploitasi berdasarkan aturan 

terkait landas kontinen dan ZEE. Sedangkan sumber daya hayati yang 

terletak dibawah laut lepas, negara pantai memiliki hak eksploitasi hanya 

berdasarkan aturan  terkait landas kontinen. 

2. Hak berdaulat negara pantai atas sumber daya alam non-hayati, negara 

pantai memiliki hak eksklusif untuk mengeksploitasi sumber daya alam 

non hayati yang terdapat di landas kontinen. Sedangkan bagi sumber daya 

alam non-hayati yang terdapat dibawah dasar laut di bawah laut lepas, 

negara pantai memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi 

sumber daya alam tersebut dengan persetujuan dan pengawasan dari 

International Seabed Authority (ISA). 

3. Hak terbatas negara pantai dalam pengawasan dan penelitian ilmiah di 

landas kontinen di luar area 200 nautical mile (nm).44 

 

F. Metode Penelitian 

1) Jenis Penelitian 

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (metode penelitian 

hukum normatif). Metode digunakan dengan melakukan studi hukum terhadap 

pengaturan mengenai pertambangan dasar laut di Indonesia  yang akan 

 
42 James Sloan, “ Seabed Mining in the Pacific Ocean : To mine  or not to mine ?” diakses dari 

internet : http://www.sas.com.fj/ocean-law-bulletins/seabed-mining-to-mine-or-not-to-mine-a-

trending-topic-for-the-pacific-island-countries-but-what-are-the-legal-rights-and-implications-for-

goo-15385323#. Diakses pada 17 Oktober 2022. 
43 R.R.Churcill dan A.V.Lowe, The Law of the Sea Third Edition.Manchester,Jurist Publishing,1990, 

hlm. 156-157. 

 
44 Ibid 

http://www.sas.com.fj/ocean-law-bulletins/seabed-mining-to-mine-or-not-to-mine-a-trending-topic-for-the-pacific-island-countries-but-what-are-the-legal-rights-and-implications-for-goo-15385323
http://www.sas.com.fj/ocean-law-bulletins/seabed-mining-to-mine-or-not-to-mine-a-trending-topic-for-the-pacific-island-countries-but-what-are-the-legal-rights-and-implications-for-goo-15385323
http://www.sas.com.fj/ocean-law-bulletins/seabed-mining-to-mine-or-not-to-mine-a-trending-topic-for-the-pacific-island-countries-but-what-are-the-legal-rights-and-implications-for-goo-15385323
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dikaitkan dengan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif mengacu pada 

konsep hukum sebagai kaidah dengan metode doktrinal-nomologik.45 

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif adalah 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. 

Berdasarkan pengertian para ahli dapat disimpulkan bahwa penelitian normatif 

adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai 

norma, aturan, asas hukum , prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, 

sejarah hukum, dan kepustakaan lainya untuk menjawab permasalahan hukum 

yang diteliti. 

2) Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua pendekatan yaitu: 

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (statue approach) 

Pendekatan peraturan perundangan-undangan ini dilakukan dengan 

menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait 

dengan isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, 

pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji 

permasalahan hukum terkait kebijakan mengenai pertambangan dasar laut 

di Indonesia ditinjau dari United Nations Convention on the Law of the 

Sea 1982. Pendekatan ini diharapkan dapat membantu penulis untuk 

menemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara peraturan 

perundang-undangan terkait pertambanganagan dasar laut di Indonesia 

dengan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. 

b. Pendekatan Konseptual 

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-

doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan 

dalam mencari jawaban untuk isu-isu hukum dalam penelitian ini. 

Pendekatan konseptual penelitian merujuk pada prinsip hukum, prinsip ini 

dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana  ataupun dalam 

 
45 Peter Mahmud, Penelitian Hukum,Jakarta,Kencana, 2016, hlm.45. 
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doktrin hukum , meskipun tidak secara eksplisit pendekatan konseptual 

dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan.46 

3. Bahan dan Sumber Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan dua buah jenis bahan 

hukum, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan dibantu 

bahan hukum tersier. Bahan hukum yang akan digunakan, antara lain sebagai 

berikut: 

a. Bahan Hukum Primer: 

1. United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. 

2. 1994 Agreement Relating To The Implementation Of Part XI Of The 

United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982. 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United 

Nations Convention on the Law of the Sea  (Konvensi Perserikatan Bangsa-

Bangsa Tentang Hukum Laut) 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen 

Indonesia 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia 

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi 

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara 

8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

9. Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan  

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunder dapat membantu dan menunjang dalam 

menganalisis maupun memahami dari bahan hukum primer yang telah 

didapatkan. Bahan hukum ini terdiri dari buku hukum,jurnal hukum, doktrin 

ahli, hasil penelitian hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier 

 
46 Ibid. hlm. 178. 
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Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini 

juga disebut bahan non hukum antara lain kamus, ensiklopedi, dan lain 

sebagainya. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik studi kepustakaan, untuk memperoleh data primer dan 

data sekunder yang mempunyai korelasi terhadap objek yang diteliti oleh 

penulis berdasarkan UNCLOS 1982. Penulis juga menggunakan media untuk 

menemukan berita-berita dan tulisan-tulisan terkini yang sesuai dengan tema 

penelitian. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini, data yang didapat dari hasil penelitian ini disusun 

dan dianalisis secara  kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan 

secara preskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas 

dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti. 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deduktif, dengan cara menjelaskan permasalahan yang bersifat umum terhadap 

permasalahan  yang lebih khusus. 
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